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BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

SERTA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah
Serta Bantuan Sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan,
Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam
suatu Peraturan Bupati ;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto
tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, Monitoring
dan Evaluasi Hibah Serta Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik




























